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Oleh 

 

Taufik Riyadi 

 

Proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan perlu adanya alat-alat bukti 

untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Salah satu alat bukti 

yang dimaksud diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 adalah 

Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah Visum et Repertum. 

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli 

Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. 

Namun, Visum et Repertum biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang 

sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat 

sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini 

adalah bagaimanakah Visum et Repertum dibuktikan kekuatannya sebagai alat 

bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dan bagaimanakah 

pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Visum et Repertum 

yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa (Studi Putusan Nomor: 

814/Pid.B/2022/PN.Tjk). 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lokasi 

penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, 

sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dan 

ditarik kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa Visum et 

Repertum merupakan alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang 

cukup kuat karena mampu membuktikan unsur penganiyaan. Visum et Repertum 

sangat berguna dan bermanfaat untuk memperkuat pembuktian tindak pidana 

penganiayaan. Akan tetapi diperlukan alat bukti lain sesuai Pasal 183 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada tersangka kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat  
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bukti yang sah, diatur pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Visum et  

Repertum apabila yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa, 

keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika hakim mengetahui bahwa itu adalah 

keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya. Sementara, Visum et 

Repertum dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima tidak 

memberikan informasi yang cukup kepada hakim. 

 

Saran dalam penelitian yang dapat disampaikan adalah meskipun tidak mutlak 

harus ada Visum et Repertum dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk 

memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya Visum et Repertum itu tetap harus 

ada, khusnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia. Terkait adanya 

perbedaan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa, pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pihal-pihak atau instansi yang berwenang agar harus dapat 

lebih teliti dan akurat. 

 

Kata Kunci: Penganiayaan, alat bukti, Visum et Repertum 
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ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI  

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

(Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk) 

 

By 

 

Taufik Riyadi 

 

The process of investigating a crime of persecution requires evidence to prove that 

the crime has been committed. One of the means of evidence referred to is 

regulated in Law no. 8 of 1981 is Expert Statement in written form, in this case it 

is Visum et Repertum. Visum et Repertum is a written report made by a doctor or 

other forensic expert that contains what they found on the victim's body. 

However, Visum et Repertum usually differs from what actually happened and 

also from the testimony of the accused that was previously made. This study aims 

to find out how Visum et Repertum is proven as a means of evidence for the crime 

of persecution and how to prove the crime of persecution using Visum et 

Repertum which has differences with the defendant's statement (Decision Study 

No: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk). 

 

This study uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical 

approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. 

Primary data is data obtained from research at field research locations by 

conducting interviews with informants, while secondary data is data obtained 

from library research results. Furthermore, the data obtained was descriptive 

qualitative and conclusions were drawn. 

 

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that Visum et 

Repertum is a documentary evidence and has sufficiently strong evidentiary 

power because it is capable of proving elements of persecution. Visum et 

Repertum is very useful and beneficial to strengthen evidence of the crime of 

persecution. However, other evidence is needed in accordance with Article 183 of 

the Criminal Procedure Code that judges may not impose a sentence on a suspect 

unless with at least two valid pieces of evidence, regulated in Article 184 of the 

Criminal Procedure Code. Proof of the crime of persecution by using Visum et 

Repertum if there is a difference with the defendant's statement, the statement 

from the defendant can be rejected if the judge knows that it is a false statement or 

does not match other evidence. Meanwhile, Visum et Repertum can be replaced or 

re-examined if the results received do not provide sufficient information to the 

judge. 
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Suggestions in the research that can be conveyed are that even though it is not 

absolute, there must be a visum et revertum in proving a criminal case, but to 

strengthen the judge's conviction, it is better if the visum et revertum must still 

exist, especially criminal acts whose object is the human body. Regarding the 

difference in the results of the Visum et Repertum with the statement of the 

accused, the examinations carried out by authorized parties or agencies must be 

more thorough and accurate. 

 

Keywords: Persecution, Evidence, Visum et Repertum 
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“Kita tidak akan bisa tau, kalau kita belum mencobanya.” 

(Taufik Riyadi) 

 

 

”Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu” 

(Ali bin Abi Thalib) 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada hakekatnya 

adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materill terhadap perkara tersebut. Hal 

ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu 

perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan, penuntutan 

maupun pada tahap persidangan perkara. Kejahatan penganiayaan merupakan 

salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah 

satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi 

juga anak-anak.  

 

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi menjadi pertanda bahwa hal tersebut 

tidak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol baik dari rendahnya 

pendidikan maupun pergaulan lingkungan yang tidak baik. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan 

yang merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya 

nyawa.
 1
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Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi 

seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian 

tubuh  atau  anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban 

menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. 

Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau 

dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan 

terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. 

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi 

kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di 

lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di 

tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu 

masalah dengan orang lain. 

 

Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menghilangkan 

nyawa orang lain juga sangat dipandang merugikan korbannya yang dimana korban 

sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana untuk 

delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 

sampai dengan 358 KUHP yang menyebutkan: tindak penganiayaan dihukum 

dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus 

ribu rupiah, apabila perbuatan memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan 

penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara 

selama tujuh tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak 

kesehatan tidak akan dipidana. Adapula yang mengatur tentang tindak kekerasan 

yang dimuat dalam Pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana yang 
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menyatakan bahwa barang siapa  terang-terangan melangsungkan kekerasan 

terhadap orang atau barang, akan pidana selama lima tahun enam bulan.
2
 

 

Salah satu ti indak pi idana peingani iayaan yang peirnah di iproseis Peingadi ilan Neigeiri i 

Tanjung Karang adalah kasus peingani iayaan teirhadap Teigar Si idabutar. Bahwa 

teirdakwa Facri izal pada hari i Jumat tanggal 17 Juni i 2022 seiki ira pi ikul 21.00 WIiB di i 

Jl. Tami in Gg Meirpati i LK. 1 Keil Sukajawa Baru Keic Tanjung Karang Barat Kota 

Bandar Lampung. Teilah meilakukan peingni iayaan teirhadap saksi i Teigar Si idabutar. 

Peirbuatan teirdakwa di ilakukan deingan cara seibagai i beiri ikut: 

 

Bahwa awalnya pada hari i jumat tanggal 17 Juni i 2022 seiki ira pukul 20.50 WIiB sat 

i itu saksi i seidang beirada di i deipan rumah seidang meimpeirbai iki i seipeida motor saksi i 

meili ihat teirdakwa yang meirupakan teitangga deipan rumah saksi i beirlari i masuk kei 

dalam rumahnya dan teirburu-buru meinge iluarkan seipeida motornya lalu tak lama 

keimudi ian saksi i meili ihat teirdakwa langsung meingeindarai i seipeida motor teirseibut keia 

rah Gg. Meirpati i lalu saat i itu saksi i i ingi in meimbeili i rokok dan saksi i pun meingajak 

teiman saksi i yang beirnama saksi i Ghoi irul Hasan seidang meinge indarai i seipeida motor 

saksi i kei arah Gg. Meirpati i saat sampai i di i deipan Gg. Meirpati i, saksi i meili ihat kakak 

kandung teirdakwa yang beirnama saksi i Vi ictor Anggi ian Si idabutar seidang ceikcok 

mulut deingan teirdakwa seihi ingga saksi i pun turun dari i seipeida motor saksi i lalu saksii 

meileirai i namun teirdakwa ti idak teiri ima dan beirkata keipada saya “Ngapo kau 

meilok-meilok, budak keici il, kageik ku tangani i kau” lalu teirdakwa langsung meimukul 

mata kanan korban meinggunakan tangan kanan teirkeipal seibanyak 1 (satu) kali i 

seihi ingga korban meirasakan keisaki itan dan meimeigangi i mata kanan namun teirdakwa 

langsung meimi iti ing leiheir saksi i meinggunakan si ikut tangan ki iri inya dan langsung 

meimukul mata kanan saksi i meinggunakn tngan kanan teirkeipal seibanyak 2 (dua) 

kali i seihi ingga saksi i meirasakan keisaki itan dan meingusap mata kanan saksi i teirseibut 

keimudi ian teirdakwa langsung meindorong badan saksi i dari i arah deipan 

meinggunakan keidua tangannya seihi ingga badan saksi i meingeinai i seibuah mobi il yang 

seidang teirpaki ir di i deipan Gg. Meirpati i lalu teirdakwa keimbali i meimukul dahi i kanan 

saksi i meinggunakan tangan kanan teirkeipal seibanyak 1 (satu) kali i dan meimukul 

mata kanan saksi i meinggunakan tangan kanan teirkeipal seibanyak 4 (eimpat) kali i dan 

meimukul peirut bagi ian deipan meinggunakan tangan kanan teirkeipal seibanyak 2 

(dua) kali i. 

 

Bahwa beirdasarkan fakta-fakta yang teirungkap di ipeirsi idangan yai itu beirdasarkan 

keiteirangan saksi i-saksi i, alat bukti i surat maka teilah di ipeiroleih. Teirdakwa Fachri izal 

meimukul dahi i kanan saksi i korban Teigar Si idabutar meinggunakan tangan kanan 

teirkeipal seibanyak 1 (satu) kali i dan meimukul mata kanan saksi i korban 

meinggunakan tangan kanan teirkeipal seibanyak seiki itar 4 (eimpat) kali i dan meimukul 

peirut bagi ian deipan meinggunakan tangan kanan teirkeipal seibanyak 2 (dua) kalii 

seihi ingga saksi i korban meingalami i luka leiceit pada dahi i, keilopak mata kanan bagi ian 

                                                           
2

Ngurah Arya Kusuma, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Luka Berat, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 12. 
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bawah, dan tungkai i ki iri i bawah luka meimar yang di iseirtai i peimbeingkakan pada 

keilopak mata kanan bagi ian atas dan keilopak mata kanan bagi ian bawah.  

 

Bahwa di ipeirsi idangan juga teilah di ibacakan hasi il Vi isum Eit Reipeirtum Nomor: 

00.6819.05 bahwa hasi il peimeiri iksaan korban Teigar Si idabutar deingan keisi impulan 

teilah di ilakukan peimeiri iksaan teirhadap teirdakwa. Beirdasarkan hasi il peimeiri iksaan 

teirdapat luka leiceit pada dahi i, keilopak mata kanan bagi ian atas, keilopak mata 

kanan bagi ian bawah, dan tungkai i ki iri i bawah, luka meimar yang di iseirtaii 

peimbeingkakan pada keilopak mata kanan bagi ian atas dan keilopak mata kanan 

bagi ian bawah aki ibat trauma tumpul. Teitapi i Bahwa dalam keiteirangan teirdakwa, 

teirdakwa meinyangkal seibagi ian keiteirangan saksi i-saksi i dan teirdakwa ti idak 

meingeitahui i pukulan teirdakwa meingeinai i seiki itar mata kanan korban.
3
 

 

Proseis peinyi idi ikan kasus ti indak pi idana peingani iayaan, peirlu adanya alat-alat bukti i 

untuk meimbukti ikan ti indak pi idana i itu teilah di ilakukan. Alat-alat bukti i yang 

di imaksud, diiatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Salah satu alat buktii 

di ipeirlukan i ialah keiteirangan ahli i. Keiteirangan ahli i yang di imaksud di isi ini i adalah apa 

yang seiorang ahli i nyatakan di i si idang. Keiteirangan dari i ahli i i ini i seiri ing kali i 

di igunakan dalam peingadi ilan, teirutama dalam peingadi ilan- peingadi ilan ti indak 

pi idana khusus. Keiteirangan yang di ibeiri ikan ahli i dapat beirbeintuk teirtuli is 

di iantaranya dalam beintuk Vi isum eit Reipeirtum.
4
 

 

Vi isum eit Reipeirtum adalah laporan teirtuli is yang di ibuat oleih Dokteir atau ahli i 

Foreinsi ik lai innya yang beiri isi i apa yang meireika teimukan pada tubuh korban. Vi isum 

eit Reipeirtum adalah salah satu alat buktii yang sah seibagai imana teirtuli is dalam 

Pasal 184 KUHP. Namun, Vi isum eit Reipeirtum bi iasanya meimi ili iki i peirbeidaan 

deingan apa yang seibeinarnya teirjadi i dan juga deingan keiteirangan teirdakwa yang 

teilah di ibuat seibeilumnya. Peiran dari i Vi isum eit Reipeirtum adalah untuk 

meineirangkan keipada Haki im dan Peinyi idi ik meingeinai i peirsi iapan dan  peireincanaan 

ti indak pi idana yang di ilakukan oleih Teirsangka seibeilumnya deingan meili ihat 

                                                           
3
 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk. 

4
 Said Sissahadi,1986, Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana 

Menurut KUHAP, Jogjakarta: Sumbangsih Offset, hlm. 35. 



5 

 

peitunjuk-peitunjuk yang teirtuli is dalam Vi isum eit Reipeirtum; contohnya waktu 

keimati ian, seibab keimati ian, jeini is luka pada korban, dan seibagai inya. Vi isum eit 

Reipeirtum dapat di iganti i atau di iteili iti i ulang ji ika hasi il yang di iteiri ima meirupakan 

peimeiri iksaan tubuh manusi ia, bai ik yang masi ih hi idup maupun yang mati i, di ibuat 

atas dasar Pasal 133 Ki itab Undang-undang Hukum Acara Pi idana, yang iisi inya: 

“Dalam hal Peinyi idi ik untuk keipeinti ingan peiradi ilan meinangani i seiorang korban bai ik 

luka, keiracunan, ataupun mati i yang di iduga kareina peiri isti iwa yang meirupakan 

ti indak piidana, i ia beirweinang meingajukan peirmi intaan keiteirangan ahli i keipada ahli i 

keidokteiran keihaki iman atau dokteir dan atau ahli i laiinnya. Namun, peinggunaan 

Vi isum eit Reipeirtum seibagai i alat bukti i dalam tiindak pi idana peingani iayaan bi iasanya 

beirteintangan deingan keiteirangan yang di ibeiri ikan oleih teirdakwa. Meiski ipun Vi isum 

eit Reipeirtum meirupakan suatu surat yang reismi i di ikeiluarkan oleih para ahli i, ti idak 

meinutup keimungki inan ji ika teirdapat peirbeidaan antara apa yang seibeinarnya teirjadi i 

deingan apa yang di ianggap teilah teirjadi i.
5
 

 

Jiika hasi il dari i Vi isum eit Reipeirtum teirnyata bi isa beirbeida deingan apa yang di i akui i 

oleih teirdakwa atau yang seibeinarnya teirjadi i. Seiorang teirdakwa yang seibeinarnya 

ti idak beirsalah bi isa di i pi idana, di iaki ibatkan oleih peirbeidaan hasi il Vi isum eit Reipeirtum 

deingan apa yang teirjadi i seibeinarnya. Bagai imanakah keikuatan peimbukti ian darii 

Vi isum eit Reipeirtum dalam suatu kasus tiindak pi idana peingani iayaan. Hal iini ilah 

yang meinjadi i pokok peirmasalahan yang meimbuat peinuli is meirasa hal i ini i peirlu 

di ibahas dan di iurai ikan dalam beintuk karya tuli is dalam beintuk skri ipsi i yang 

beirjudul:  

                                                           
5

 A. Gumilang, 1993, Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, 

Bandung: Angkasa, hlm. 57. 
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“ Anali isi is Vi isum eit Reipeirtum Seibagai i Alat Bukti i Dalam Peimbukti ian Ti indak 

Piidana Peingani iayaan (Studi i Putusan Nomor:814/Piid.B/2022/PN.Tjk)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Beirdasarkan latar beilakang masalah teirseibut, maka peinuli is meineintukan rumusan 

masalah seibagai i beiri ikut : 

a. Bagai imanakah Vi isum eit Reipeirtum di ibukti ikan keikuatannya seibagai i alat buktii 

dalam peimbukti ian ti indak pi idana peingani iayaan ? 

b. Bagai imanakah peimbukti ian ti indak pi idana peingani iayaan deingan meingguna 

kan Vi isum eit Reipeirtum yang meimi ili iki i peirbeidaan deingan keiteirangan 

teirdakwa ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang li ingkup i ilmu dalam peineili iti ian i ini i meinggunakan kaji ian i ilmu Hukum Piidana 

Formi il yang meimbahas teintang Vi isum Eit Reipeirtum dalam meinangani i kasus 

ti indak pi idana peingani iayaan. Ruang li ingkup dalam peimbahasan peineili itiian i ini i 

meingkaji i putusan Peingadi ilan Neigeiri i Nomor:814/Piid.B/2022/PN.Tjk. Ruang 

li ingkup lokasi i peineili itiian adalah pada Peingadi ilan Neigeiri i Keilas IiA Tanjung 

Karang dan waktu peineili iti ian adalah Tahun 2023. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan peirumusan masalah yang di iajukan maka tujuan yang i ingi in di icapai i 

dalam peineili iti ian hukum i ini i adalah : 
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a. Untuk meingeitahui i keikuatan peimbukti ian Vi isum eit Reipeirtum seibagai i alat 

bukti i dalam ti indak pi idana peingani iayaan. 

b. Untuk meingeitahui i aki ibat yang akan ti imbul apabi ila hasi il Vi isum eit Reipeirtum 

meimi iliiki i peirbeidaan deingan peingakuan seiorang teirdakwa dalam ti indak 

pi idana peingani iayaan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Keigunaan peineili iti ian i ini i teirdi iri i dari i keigunaan teiori iti is dan keigunaan prakti is 

seibagai i beiri ikut: 

a. Keigunaan Teiori iti is 

Peineili iti ian i ini i diiharapkan dapat beirguna untuk meimbeiri ikan suatu sumbangan 

peimi iki iran di ibi idang i ilmu peingeitahuan yang sudah di ipeilajari i, khususnya di i bi idang 

i ilmu hukum pi idana dalam rangka meimbeiri ikan peimahaman teirhadap peinye ileisai ian 

Vi isum Eit Reipeirtum dalam meinangani i kasus ti indak pi idana peingani iayaan. 

b. Keigunaan Prakti is 

Hasi il peineili iti ian i ini i di iharapkan dapat beirguna seibagai i sumbangan peimi iki iran bagi i 

aparat peineigak hukum dalam meilaksanakan peineigakan hukum teirhadap peilaku 

ti indak pi idana peingani iayaan. Seilai in i itu di iharapkan dapat beirguna bagi i pi ihak yang 

lai in yang akan meilakukan peineili iti ian teintang peimi idanaan teirhadap ti indak pi idana 

di i masa yang akan datang. 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Keirangka peimi iki iran meirupakan adalah abstraksi i hasi il peimiiki iran atau keirangka 

acuan atau dasar yang reileivan untuk peilaksanaan suatu peineili iti ian i ilmiiah, 

khususnya peineili iti ian hukum. 
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a. Teiori i Peimbukti ian 

Teiori i peimbukti ian dalam peirkara pi idana meimi ili iki i tujuan untuk meincari i keibeinaran 

mateiri ii il atau keibeinaran yang seisungguhnya. Di ili ihat dari i aspeik teiori i, teiori i 

peimbukti ian teirbagi i meinjadi i eimpat (4) yai itu: 

1) Peimbuktiian meinurut Undang-Undang seicara posiiti if (posi iti ivei weitteilji ik 

beiwi ijstheioriiei). 

Teiori i i ini i hanya meinyatakan peimbukti ian yang beinar beirdasarkan alat-alat 

bukti i yang sah beirdasarkan undang-undang. Deingan teirpeinuhi inya syarat 

peimbukti ian beirdasarkan undang-undang, maka haki im dapat meineintukan 

apakah teirdakwa i itu beirsalah atau ti idak. Peinjatuhan hukuman i inii 

beirlandaskan asas: teirdakwa dapat di ihukum dan diipi idana ji ika yang 

di idakwakan padanya teirbukti i beirdasarkan cara dan alat bukti i yang sah 

beirdasarkan undang-udang. Arti inya, ji ika teilah teirbukti i suatu peirbuatan seisuai i 

deingan alat-alat bukti i yang di iseibut oleih undang-undang, maka keiyaki inan 

haki im ti idak di ipeirlukan sama seikali i.
6
 

 

2) Peimbuktiian beirdasarkan keiyaki inan haki im (convi icti ion iinti imei). 

Haki im dapat meineintukan salah atau ti idaknya teirdakwa hanya di ini ilaii 

beirdasarkan keiyaki inan haki im dalam meinari ik dan meinyi impulkan 

keiyaki inannya. Keiyaki inan haki im i ini i dapat di ipeiroleih dari i alat-alat bukti i yang 

di ihadi irkan di ipeirsi idangan. Hasi il peimeiri iksaan alat-alat bukti i i ini i juga dapat 

di iabai ikan oleih haki im, seihi ingga haki im dapat langsung meinari ik keiyaki inan 

dari i keiteirangan teirdakwa. Si isteim i ini i dapat meimbeiri ikan keibeisan pada haki im, 

                                                           
6
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 251.  
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seibab haki im dapat meimpi idana teirdakwa beirdasarkan keiyaki inannya bahwa 

teirdakwa teilah meilakukan apa yang di idakwakan keipadanya.  

 

3) Peimbuktiian beirdasarkan keiyaki inan haki im seicara logi is (convi icti ion 

rai isonneiei). 

Siisteim peimbukti ian Convi icti ion Iin Ralsonei masi ih juga meingutamakan 

peini ilai ian keiyaki inan haki im seibagai i dasar satu-satunya alasan untuk 

meinghukum teirdakwa, akan teitapi i keiyaki inan haki im di isi inii harus di iseirtai i 

peirti imbangan haki im yang nyata dan logi is, di iteiri ima oleih akal piiki iran yang 

seihat. Keiyaki inan haki im ti idak peirlu di idukung alat buktii sah kareina meimang 

ti idak di ii isyaratkan, meiski ipun alat-alat bukti i teilah di iteitapkan oleih 

undang-undang teitapi i haki im bi isa meinggunakan alat-alat bukti i di i luar 

keiteintuan undang-undang.
7
 Teiori i peimbukti ian convi icti ion rai isonneiei juga 

bi iasa di iseibut deingan peimbukti ian beibas seibab haki im di ibeibaskan untuk 

meinye ibutkan alasan-alasan dari i keiyaki inannya (vi irjei beiwi ijstheiori iei). 

 

4) Peimbuktiian beirdasarkan undang-undang seicara neigati if (neigati ieif weitteilli ijk 

beiwi ijs theiotriiei). 

Teiori i peimbukti ian i ini i meirupakan gabungan antara teiori i si isteim peimbukti ian 

meinurut undang-undang seicara posi iti if deingan si isteim peimbuktiian meinurut 

keiyaki inan haki im. Teirdakwa dapat di ikatakan beirsalah beirdasarkan alat-alat 

bukti i yang sah meinurut undang-undang dan keiyaki inan haki im. 

Di iseibutkan dalam Pasal 183 KUHAP seibagai i beiri ikut: “Haki im tiidak boleih 

meinjatuhkan pi idana keipada seiseiorang, keicuali i apabi ila deingan 

                                                           
7
 Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019, 

hlm. 4. 
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seikurang-kurangnya dua alat bukti i yang sah i ia meimpeiroleih keiyaki inan bahwa 

suatu tiindak pi idana beinar-beinar teirjadi i dan bahwa teirdakwalah yang beirsalah 

meilakukannya” 

Pasal teirseibut dapat di iarti ikan bahwa di i dalam meilakukan peimbukti ian 

haruslah beirdasarkan pada undang-undang (KUHAP), yai itu alat bukti i yang 

seibagai imana teilah di iseibutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan di iseirtai i deingan 

keiyaki inan haki im yang di ipeiroleih dari i alat-alat bukti i teirseibut. 

Peimbuktiian dalam arti i yuri idi is adalah suatu upaya untuk meimbeiri i dasar-dasar bagi i 

haki im yang meimeiri iksa peirkara teirseibut. Peimbukti ian meimi iliiki i arti i apakah suatu 

ti indak pi idana beinar teilah teirjadi i dan di ilakukan oleih teirdakwa seihi ingga harus 

di ipeirtanggungjawabkan. Peimbuktiian juga beiri isi i keiteintuan cara-cara 

meimbukti ikan keisalahan yang di idakwakan keipada teirdakwa beirdasarkan 

undang-undang. Dalam undang-undang juga di iatur meingeinai i alat-alat bukti i yang 

di ipeirgunakan haki im dalam meilakukan peimbukti ian atas keisalahan yang di ilakukan 

oleih teirdakwa. 

 
2. Konseptual 

Konseiptual adalah susunan beirbagai i konseip yang meinjadi i fokus peingamatan 

dalam meilaksanakan peineili iti ian.
8

 Keirangka konseiptual beirfungsi i seibagaii 

peidoman peineili iti i untuk meinjeilaskan seicara si isteimati is teiori i yang di igunakan dalam 

peineili iti ian. Dalam peinuli isan peineili iti ian i ini i akan di ijeilaskan meingeinai i pokok 

masalah utama yang akan di igunakan dalam peineili iti ian iini i seihi ingga meimi ili ikii 

batasan teipat dan jeilas. Beirdasarkan deifi ini isi i teirseibut, maka batasan peingeirti ian 

dari i i isti ilah yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i seibagai i beiri ikut: 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103.  
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a. Peimbukti ian Meinurut M. Yahya Harahap, seicara yuri idi is peimbukti ian adalah 

Keiteintuan-keiteintuan yang beiri isi i peinggari isan dan peidoman teintang cara-cara yang 

di ibeinarkan undang-undang meimbukti ikan keisalahan yang di idakwakan keipada 

teirdakwa. Peimbukti ian juga meirupakan keiteintuan yang meingatur alat-alat bukti i 

yang di ibeinarkan undang-undang dan meingatur meinge inai i alat bukti i yang boleih 

di igunakan haki im guna meimbukti ikan keisalahan teirdakwa. Peingadi ilan ti idak boleih 

seisuka hati i dan seimeina-meina meimbukti ikan keisalahan teirdakwa.
9
 

b. Vi isum eit Reipeirtum adalah seibagai i peingganti i Corpus Deili icti i, kareina apa yang 

teilah di ili ihat dan di iteimukan dokteir (ahli i) i itu di ilakukan seiobjeikti if mungki in, seibagai i 

peingganti i peiri isti iwa keiadaan yang teirjadi i dan peingganti i bukti i yang teilah di ipeiri iksa 

deingan meinurut keiyaki inan atau fakta-faktanya, seihi ingga beirdasarkan atas 

peingeitahuan yang seibai ik-bai iknya dan dasar keiahli iannya teirseibut, dapat di itari ik 

suatu keisi impulan yang teipat dan akurat.
10

 

c. Alat bukti i dalam Pasal 184 ayat (1) Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana 

(KUHAP) di iseibutkan bahwa alat bukti i yang sah adalah keiteirangan saksi i, 

keiteirangan ahli i, surat, peitunjuk dan keiteirangan teirdakwa. Dalam si isteim 

peimbukti ian hukum acara pi idana, hanya alat-alat bukti i yang sah meinurut 

undnag-undang yang dapat di ipeirgunakan untuk peimbukti ian. Dapat di isi impulkan 

bahwa alat bukti i meirupakan alat untuk meineirangkan keiteirkai itan suatu bawang 

bukti i dalam suatu peirkara pi idana.
11

 

                                                           
9
 M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273. 
10

 Deysky Neidi Gagundali, Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana 

Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex 

Administratum, Vol V, No.9, 2017, hlm. 173. 
11

 Lokas Richard, Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, Jurnal Lex Crimen, Vol 2, No.3, 2013, hlm. 13. 
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d.Ti indak pi idana peingani iayaan, peirbuatan meinyaki iti i atau meinyi iksa teirhadap 

manusi ia atau deingan seingaja meingurangi i atau meirusak keiseihatan orang lai in. 

Dalam KUHP ti idak teirdapat peinjeilasan teintang arti i peingani iayaan seicara teirpeiri inci i, 

yang di irumuskan seicara jeilas hanyalah aki ibat dari i peingani iayaan teirseibut. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Si isteimati ika peinuli isan skri ipsi i i ini i di iseisuai ikan deingan format yang di iteintukan oleih 

Program Studi i Iilmu Hukum Fakultas Hukum Uni iveirsi itas Lampung deingan urutan 

seibagai i beiri ikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab i ini i akan di iurai ikan meingeinai i Latar Beilakang, Rumusan Peirmasalahan, Ruang 

Li ingkup Peineili iti ian, Tujuan dan Keigunaan Peineili iti ian, Keirangka Teiori i dan 

Konseiptual seirta Si isteimati ika Peinuli isan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab i ini i beiri isi i ti injauan pustaka yang teirdi iri i dari i tiinjauan umum teintang ti indak 

pi idana, ti indak pi idana peimbunuhan, peimbukti ian ti indak pi idana, seirta ti injauan 

umum teintang Vi isum eit Reipeirtum. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Beiri isi i meitodei yang di igunakan dalam peineili iti ian, teirdi iri i dari i Peindeikatan Masalah, 

Sumbeir Data, Proseidur Peingumpulan dan Peingolahan Data seirta Anali isi is Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Beiri isi i peinyaji ian hasi il peineili iti ian dan peimbahasan yang di i dapat dari i peineili iti ian 

yang teilah di ilakukan. Bab i inii beiri isi ikan urai ian dari i peirumusan masalah yang ada 
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pada bab seibeilumnya. Di i dalam bab i ini i di iurai ikan bagai imanakah Vi isum eit 

Reipeirtum di ibukti ikan keikuatannya seibagai i alat bukti i tiindak pi idana peingani iayaan 

dan bagai imanakah peimbukti ian ti indak pi idana peingani iayaan deingan meinggunakan 

Vi isum eit Reipeirtum yang meimi iliiki i peirbeidaan deingan keiteirangan teirdakwa. 

 

V. PENUTUP 

Meingeimukakan keisi impulan teintang hal-hal yang teilah di iurai ikan dalam bab-bab 

teirdahulu, guna meinjawab peirmasalahan yang teilah di iajukan. Dalam hal i ini i 

di ibeiri ikan juga sumbangan peimi iki iran beirupa saran yang beirkai itan deingan 

peirmasalahan yang akan di iteili itii.



 
 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Ti indak pi idana meirupakan rumusan teintang peirbuatan yang di ilarang untuk 

di ilakukan (dalam peiraturan peirundang-undangan) yang di iseirtai i ancaman piidana 

bagi i si iapa yang meilanggar larangan teirseibut. Peirbuatan (feii it) di i si ini i adalah unsur 

pokok dari i suatu ti indak pi idana yang di irumuskan teirseibut.
12

 Iisti ilah ti indak pi idana 

meirupakan teirjeimahan dari i strafbaarfeii it, dii dalam Kiitab Undang-Undang Hukum 

Piidana (KUHP) ti idak teirdapat peinjeilasan deingan yang di imaksud strafbaarfeii it i itu 

seindi iri i. Bi iasanya ti indak pi idana di isi inoni imkan deingan deili ik, yang beirasal dari i 

bahasa Lati in yakni i kata deili ictum. Dalam kamus hukum, “Deili ik adalah peirbuatan 

yang dapat di ikeinakan hukuman kareina meirupakan peilanggaran teirhadap 

undang-undang (ti indak pi idana).
13

 

 

Meinurut Andi i Hamzah, deili ik di iarti ikan seibagai i suatu ti indakan peirbuatan yang 

teirlarang dan di iancam deingan hukuman oleih undang-undang (pi idana). Seidangkan 

meinurut Moeiljatno meingarti ikan seibagai i keilakuan manusi ia yang di iancam piidana 

oleih peiraturan peirundang-undangan. Seimeintara Jonkeirs meirumuskan strafbaarfeii it 
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seibagai i peiri isti iwa pi idana yang di iarti ikan seibagai i suatu si ifat meilawan hukum 

(weideirreichtteili ijk) yang beirhubungan deingan keiseingajaan atau keisalahan yang 

di ilakukan oleih orang yang dapat di ipeirtanggungjawabkan. Adapun Siimons 

meirumuskan strafbaarfeii it seibagai i suatu ti indakan meilanggar hukum yang teilah 

di ilakukan deingan seingaja oleih seiseiorang yang dapat di ipeirtanggungjawabkan atas 

ti indakannya dan yang oleih undang-undang teilah di inyatakan seibagai i suatu 

ti indakan yang dapat di ihukum.
14

 

 

Meimpeirhati ikan deifi ini isi i di i atas, maka ada beibeirapa syarat untuk meineintukan 

peirbuatan i itu seibagai i ti indak pi idana, syarat teirseibut adalah seibagai i beiri ikut: 

a) Harus ada peirbuatan manusi ia; 

b) Peirbuatan manusi ia i itu beirteintangan deingan hukum; 

c) Peirbuatan i itu di ilarang oleih Undang-undang dan di iancam deingan pi idana; 

d) Peirbuatan i itu di ilakukan oleih orang yang dapat di ipeirtanggungjawabkan; 

e) Peirbuatan i itu harus dapat di ipeirtanggungjawabkan keipada si i peimbuat.
15

 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Dalam hukum piidana diiadakan peimbagi ian meingeinai i ti indak piidana i itu. 

Peimbagi ian i itu ada yang meimang di ipeirgunakan KUHP dan ada pula yang 

di iadakan oleih doktri in. KUHP meingadakan peimbagi ian kei dalam (2) jeini is tiindak 

pi idana yai itu seibagai i beiri ikut: 

a) Keijahatan (mi isdri ijvein); dan 

b) Peilanggaran (oveirtreidi ingein); 
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Dalam KUHP ki ita seibeilum tahun 1918 di ikeinal 3 jeini is ti indak pi idana, yai itu: 

a) Keijahatan-keijahatan (mi isdadein) 

b) Peirbuatan-peirbuatan buruk (wanbeidri ijvein) 

c) Peilanggaran-peilanggaran (oveirtreidi ingein). 

 

Peimbagi ian 3 jeini is i ini i seisuai i deingan KUHP di i Neigeiri i Beilanda yang waktu i itu 

beirlaku Codei Peinal Peiranci is seibagai i neigara peinjajah yang meimbeirlakukan 

KUHPnya deingan 3 peimbagi ian yai itu: 

a) Mi isdadein : cri imeis 

b) Wanbeidri ijvein: deili its 

c) Oveirtreidi ingein : contraveinti ions 

 

Hal-hal i ini i meinunjukkan bahwa peimbagi ian ti indak pi idana i itu ti idak seilamanya 

harus teirdi iri i dari i dua jeini is saja seipeirti i dalam KUHP kiita seikarang. KUHP seindi irii 

ti idak meirumuskan atau meinjeilaskan dasar dari i peimbagi ian teirseibut. Peimbagi ian 

teirseibut hanya di idasarkan atas peineimpatan saja, yai itu: seimua peirbuatan yang 

di ilarang dan di iancam deingan pi idana yang di iteimpatkan dalam Buku keidua 

meirupakan “keijahatan”, seidangkan yang di iteimpatkan dalam Buku Keiti iga 

meirupakan “peilanggaran”. Hal i ini i teirnyata dari i bab-bab dari i KUHP i itu seindi iri i.
16

 

Jeini is peirbuatan pi idana di ibeidakan atas deili ik komi isii (commi isi ion act) dan deili ik 

omi isii (ommi isi ion act). Deili ik komiisi i adalah deili ik yang beirupa peilanggaran 

teirhadap larangan, yai itu beirbuat seisuatu yang di ilarang. Seidangkan deili ik omi isi i 

adalah deili ik yang beirupa peilanggaran teirhadap peiri intah, yai itu ti idak beirbuat 

seisuatu yang di ipeiri intah miisalnya ti idak meinghadap seibagai i saksi i di i muka 
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peingadi ilan. Peirbuatan pi idana juga di ibeidakan atas peirbuatan pi idana keiseingajaan 

(deili ik dolus) dan keialpaan (deili ik culpa). Deili ik dolus adalah deili ik yang meimuat 

unsur keiseingajaan. Seidangkan deili ik culpa adalah deili ik-deili ik yang meimuat unsur 

keialpaan.
17

 

 

3. Subjek Tindak Pidana 

Subjeik peirbuatan pi idana yang di iakui i oleih KUHP adalah manusi ia (natuurliijk 

peirsoon). Konseikueinsi inya, yang dapat meinjadi i peilaku peirbuatan pi idana adalah 

manusi ia. Hal i ini i dapat di ili ihat pada rumusan deili ik dalam KUHP yang di imulai i dari i 

kata kata “barang si iapa..”. Kata “barang si iapa” jeilas meirujuk pada orang atau 

manusi ia, bukan badan hukum. Seihi ingga ki ita dapat meinyi impulkan bahwa dalam 

keiteintuan umum KUHP Iindoneisi ia yang di igunakan sampai i saat i ini i, Iindoneisi ia 

masi ih meinganut bahwa suatu deili ik hanya dapat di ilakukan oleih manusi ia. 

Seidangkan fi iksi i/badan hukum (reicht peirsoon) yang di ipeingaruhi i oleih peimi ikiiran 

Von Savi igny yang teirkeinal deingan teiori i fi iksi i (fiicti ion theiory) tiidak di iakui i dalam 

hukum piidana. Seibab peimeiri intah beilanda pada saat i inii ti idak beirseidi ia meingadopsi i 

ajaran hukum peirdata kei dalam hukum pi idana. Unsur peirtama ti indak pi idana 

adalah peirbuatan orang, pada dasarnya yang dapat meilakukan ti indak pi idana 

adalah manusi ia. Hal teirseibut dapat di isi impulkan beirdasarkan hal-hal seibagai i 

beiri ikut : 

a) Rumusan deili ik dalam undang-undang lazi im di imulai i deingan kata-kata: 

“barangsi iapa yang.... ” kata “barang si iapa” i ini i ti idak dapat di iarti ikan lai in 

dari i pada “orang”. 
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b) Dalam Pasal 10 KUHP di iseibutkan jeini is-jeini is pi idana yang dapat 

di ikeinakan keipada ti indak pi idana. Pada dasarnya jeini is-jeini is pi idana teirseibut 

hanya bi isa di ikeinakan keipada manusi ia. 

c) Dalam peimeiri iksaan peirkara dan juga si ifat dari i hukum piidana yang di ili ihat 

ada atau ti idaknya keisalahan pada teirdakwa. 

d) Peingeirti ian keisalahan yang dapat beirupa keiseingajaan dan keialpaan i itu 

meirupakan si ikap bati in manusi ia.
18

 

 

4. Unsur–Unsur Tindak Pidana 

Dalam seiti iap ti indak pi idana teirdapat unsur-unsur yang teirkandung di idalamnya, 

yang seicara umum dapat di ibagi i meinjadi i dua macam unsur, yai itu unsur subjeikti if 

dan unsur objeikti if. Unsur subjeikti if adalah unsur yang meileikat atau yang ada 

dalam di iri i si i peilaku, unsur- unsur teirseibut di iantaranya adalah : 

a) Ni iat. 

b) Maksud atau tujuan. 

c) Keiseingajaan dan keiti idakseingajaan ( Dolus dan Culpa ). 

d) Keimampuan beirtanggung jawab. 

 

Seilanjutnya unsur objeikti if adalah unsur-unsur yang ada kai itannya deingan 

keiadaan-keiadaan di imana ti indakan- ti indakan si i peilaku i itu harus di ilakukan, unsur 

teirseibut di iantaranya adalah : 

a) Peirbuatan. 

b) Aki ibat. 

c) Keiadaan- keiadaan. 
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Seimua unsur yang teirkandung dalam unsur subjeikti if dan unsur objeikti if 

meirupakan suatu keisatuan yang ti idak dapat di ipi isahkan, arti inya bahwa ji ika salah 

satu unsurnya ti indak pi idana teirseibut ti idak ada, maka bi isa saja teirdakwa 

di ibeibaskan dari i tuntutan. Meinurut Moeiljatno, tiiap-ti iap peirbuatan pi idana harus 

teirdi iri i dari i unsur-unsur lahi ir , oleih kareina i itu peirbuatan yang meingandung 

keilakuan dan aki ibat yang di itiimbulkan adalah suatu keijadi ian dalam alam lahi ir.  

Di i sampiing keilakuan dan aki ibat untuk adanya peirbuatan pi idana, bi iasanya 

di ipeirlukan juga adanya hal i ihwal atau keiadaan teirteintu yang meinye irtai i 

peirbuatan.
19

 

 

Unsur ti indak pi idana dapat di ibeida-beidakan seiti idak-ti idaknya dari i dua sudut 

pandang, yakni i: 

a) Dari i sudut pandang teiori iti is. Teiori iti is arti inya beirdasarkan peindapat para 

ahli i hukum, yang teirceirmi in pada bunyi i rumusannya. 

b) Dari i sudut Undang-Undang. Sudut Undang-Undang adalah bagi imana 

keinyataan ti indak pi idana i itu di irumuskan meinjadi i ti indak pi idana teirteintu 

dalam pasal peiraturan peirundang-undangan yang ada. 

 

Meinurut Moeiljatno, unsur ti indak pi idana adalah : 

a) Peirbuatan. 

b) Yang di ilarang (oleih aturan hukum). 

c) Ancaman pi idana (yang meilanggar larangan). 
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Dari i rumusan R. Treisna, ti indak pi idana teirdi iri i dari i unsur-unsur, yakni i : 

a) Peirbuatan/rangkai ian peirbuatan (manusi ia) yang beirteintangan deingan 

peiran. 

b) Aturan peirundang-undangan. 

c) Di iadakan ti indakan peinghukuman. 

Dari i batasan yang di ibuat Jonkeirs (peinganut paham moni ismei) dapat diiri inci i 

unsur-unsur ti indak pi idana adalah: 

a) Peirbuatan.Meilawan hukum. 

b) Keisalahan. 

c) Di ipeirtanggungjawabkan. 

Seimeintara i itu Schraveindi ijk dalam batasan yang di ibuatnya seicara panjang leibar 

i itu, teirdapat unsur-unsur seibagai i beiri ikut: 

a) Keilakuan. 

b) Beirteintangan deingan keii insyafan hukum 

c) Di iancam deingan hukuman. 

d) Di ilakukan oleih orang. 

e) Di ipeirsalahkan/keisalahan. 

Walaupun ri inci ian dari i rumusan di i atas tampak beirbeida-beida, namun pada 

haki ikatnya ada peirsamaannya, yai itu ti idak meimi isahkan antara unsur-unsur 

meingeinai i peirbuatannya deingan unsur-unsur meingeinai i di iri i orangnya.
20
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B. Tindak Pidana Penganiayaan 

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

Di i dalam KUHP yang di iseibut deingan ti indak pi idana teirhadap tubuh di iseibut 

deingan peingani iayaan, meingeinai i arti i dan makna kata peingani iayaan teirseibut 

banyak peirbeidaan di iantara para ahli i hukum dalam meimahami inya. Peingani iayaan 

di iarti ikan seibagai i “peirbuatan yang di ilakukan deingan seingaja untuk meini imbulkan 

rasa saki it atas luka pada tubuh orang lai in”. Peingani iayaan bi iasanya di idasari i suatu 

motiif, yang bi iasa beirmacam- macam, mi isalnya poli itiik, keiceimburuan, deindam dan 

lai inya. Peingani iayaan dapat di ilakukan deingan beirbagai i cara yang pali ing umum 

adalah meimukul dan meineindang. 

 

Poeirwodarmi into, beirpeindapat bahwa: “Peingani iayaan adalah peirlakuan 

seiweinang-weinang dalam rangka meinyi iksa atau meini indas orang lai in”. 

Peingani iayaan i ini i jeilas meilakukan suatu peirbuatan deingan tujuan meini imbulkan 

rasa saki it atau luka pada orang lai in, unsur deingan seingaja di i si ini i harus meili iputii 

tujuan meini imbulkan rasa saki it atau luka pada orang lai in, unsur deingan seingaja di i 

si inii harus meili iputi i tujuan meini imbulkan rasa saki it atau luka pada orang lai in. 

Deingan kata lai in si i peilaku meingheindaki i aki ibat teirjadi inya suatu peirbuatan. 

Keiheindak atau tujuan di i siini i harus di isiimpulkan dari i si ifat pada peirbuatan yang 

meini imbulkan rasa saki it atau luka pada orang lai in. Dalam hal i ini i harus ada 

seintuhan pada badan orang lai in yang deingan seindi iri inya meini imbulkan aki ibat saki it 

atau luka pada orang lai in. Mi isalnya meimukul, meineindang, meinusuk, meingaruk, 

dan seibagai inya.
21
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Seidangkan R. Soeisi ilo beirpeindapat bahwa: Meinurut Yuri isprudeinsi i peingadi ilan 

maka yang di inamakan peingani iayaan adalah:
22

  

a)  Seingaja meinyeibabkan peirasaan ti idak einak (peindeiri itaan).  

b) Meinye ibabkan rasa saki it.  

c) Meinye ibabkan luka-luka. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 

Meinurut Tongat, peingani iayaan meimpunyai i unsur-unsur seibagai i beiri ikut:
23

  

a. Adanya keiseingajaan Unsur keiseingajaan meirupakan unsur subjeikti if (keisalahan). 

Dalam ti indak pi idana peingani iayaan unsur keiseingajaan harus di iarti ikan seimpi it 

yai itu keiseingajaan seibagai i maksud (opzeit alsogmeirk). Namun deimi iki ian patut 

meinjadi i peirhati ian bahwa seikali ipun keiseingajaan dalam ti indak pi idana 

peingani iayaan i itu bi isa diitafsi irkan keiseingajaan deingan sadar akan keimungki inan 

teitapi i peinafsi iran teirseibut juga teirbatas pada adanya keiseingajaan seibagai i 

keimungki inan teirhadap aki ibat. Arti inya keimungki inannya peinafsi iran seicara luas 

teirhadap unsur keiseingajaan i itu, yai itu keiseingajaan seibagai i maksud, keiseingajaan 

seibagai i keimungki inan, bahkan keiseingajaan seibagai i keipasti ian, hanya 

di imungki inkan teirhadap aki ibatnya. Seimeintara teirhadap peirbuatannya seindi iri i 

haruslah meirupakan tujuan peilaku. Arti inya peirbuatan i itu harusla peirbuatan yang 

beinar-beinar di itujukan oleih peilakunya seibagai i peirbuatan yang di ikeiheindaki i atau 

di imaksudkannya. 
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b. Adanya peirbuatan Unsur peirbuatan meirupakan unsur objeikti if. Peirbuatan yang 

di imaksud adalah akti ifi itas yang beirsi ifat posi iti if, di imana manusi ia meinggunakan 

anggota tubuhnya untuk meilakukan akti ifi itasnya seihari i-hari i, seidangkan si ifat 

abstrak yang di imaksud adalah peirbuatan yang meingandung si ifat keikeirasan fi isi ik 

dalam beintuk meimukul, meineindang, meincubi it, meingi iri is, meimbacok, dan 

seibagai inya.  

 

c. Adanya aki ibat peirbuatan (yang di ituju): 

1) Meimbuat peirasaan ti idak einak.  

2) Rasa saki it pada tubuh, peindeiri itaan yang ti idak meinampakkan peirubahan 

pada tubuh. 

3) Luka pada tubuh, meinampakkan peirubahan pada tubuh aki ibat teirjadi inya 

peingani iayaan.  

4) Meirusak keiseihatan orang. 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 

Ti indak pi idana peingani iayaan dapat teirjadi i seicara seingaja dan teirkadang kareina 

keisalahan. Peingani iayaan yang di iseingaja meingi indi ikasi ikan keiseingajaan yang 

di ilakukan oleih peilaku deingan si ikap peirmusuhan. Ada einam jeini is-jeini is beintuk 

ti indak pi idana peingani iayaan, yai itu:
24

 

1. Peingani iayaan Bi iasa 

Peingani iayaan bi iasa teirtuang di i dalam Pasal 351 KUHP, yai itu haki ikatnya seimua 

peingani iayaan yang bukan peingani iayaan beirat dan bukan peingani iayaan ri ingan. 

Dalam peingani iayaan bi iasa teirbagi i kei dalam beibeirapa jeini is, yai itu: 
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a. Peingani iayaan bi iasa yang ti idak dapat meini imbulkan luka beirat maupun 

keimati ian dan di ihukum deingan hukuman peinajara seilama 2 tahun 8 bulan 

atau deinda eimpat ri ibu li ima ratus rupi iah. 

b. Peingani iayaan yang meingaki ibatkan luka beirat dan di ihukum deingan 

hukuman peinjara seilama-lamanya li ima tahun. 

c. Peingani iayaan meingaki ibatkan keimati ian dan di i hukum deingan hukuman 

peinjara dan seilama-lamanya 7 tahun. 

d. Peingani iayaan yang beirupa seingaja meirusak keiseihatan. 

 

2. Peingani iayaan Ri ingan 

Peingani iayaan ri ingan di iatur dalam Pasal 352 KUHP, peingani iayaan ri ingan beirupa 

bukan peingani iayaan beireincana, bukan peingani iayaan yang di ilakukan teirhadap 

i ibu/bapak/anak/i istri i, peigawai i yang beirtugas, meimasukkan bahan beirbahaya bagi i 

nyawa, seirta ti idak meini imbulkan peinyaki it maupun halangan untuk meinjalankan 

peikeirjaan, dan peincahari ian. Peingani iayaan ri ingan di iancam maksi imum hukuman 

peinjara ti iga bulan atau deinda ti iga ratus rupi iah apabi ila ti idak masuk dalam rumusan 

Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan ti idak meinyeibabkan saki it atau halangan untuk 

meinajalankan peikeirjaan. 

3. Peingani iayaan Beireincana 

Ada ti iga macam peingani iayaan beireincana yang teirtuang di i dalam Pasal 353 KUHP, 

yai itu peingani iayaan beireincana yang ti idak beiraki ibat luka beirat atau keimati ian dan 

di ihukum peinjara pali ing lama 4 tahun, lalu peingani iayaan beireincana yang beiraki ibat 

luka beirat dan di ihukum peinjara seilama-lamanya 4 tahun, seirta peingani iayaan 

beireincana yang beiraki ibat keimati ian yang dapat di ihukum peinjara seilama-lamanya 9 

tahun. 
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Seiseiorang yang meilakukan peingani iayaan beireincana meilakukannya deingan 

keiheindak dan suasana bati in yang teinang. 

 

4. Peingani iayaan Beirat 

Peingani iayaan beirat di iatur dalam Pasal 354 KUHP yai itu barang si iapa seingaja 

meilukai i beirat orang lai in, di iancam kareina meilakukan peingani iayaan beirat deingan 

pi idana peinjara pali ing lama 8 tahun. 

Ji ika peirbuatan teirseibut meingaki ibatkan keimati ian, yang beirsalah di iancam deingan 

pi idana peinjara pali ing lama 10 tahun. Peirbuatan peingani iayaan beirat di ilakukan 

deingan seingaja oleih orang yang meilakukannya. 

 

5. Peingani iayaan Beirat Beireincana 

Peingani iayaan beirat beireincana teirtuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP 

teintang peingani iayaan beirat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP teintang peingani iayaan 

beireincana. Dalam pi idana i ini i harus meimeinuhi i unsur peingani iayaan beirat maupun 

peingani iayaan beireincana. 

6. Peingani iayaan Teirhadap Orang 

Pi idana i ini i di iteintukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat diitambah 

deingan seipeirti iga: 

a. Bagi i yang meilakukan keijahatan i itu keipada i ibunya, bapaknya yang sah atau 

i istri i atau anaknya. 

b. Ji ika keijahatan i itu di ilakukan teirhadap seiorang peijabat keiti ika atau kareina 

meinjalankan tugasnya yang sah. 

 

Ji ika keijahatan i itu di ilakukan deingan meimbeiri ikan bahan yang beirbahaya bagi i 

nyawa atau keiseihatan untuk di imakan atau di imi inum. 
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C. Pembuktian Tindak Pidana 

1. Pengertian Pembuktian Tindak Pidana 

Peimbuktiian meirupakan bagi ian yang meimeigang peiranan peinti ing dalam proseis 

peimeiri iksaan si idang di ipeingadi ilan seirta hal pali ing utama untuk dapat meineintukan 

dapat atau ti idaknya seiorang teirdakwa di ijatuhi i piidana. Peimbukti ian dalam Hukum 

Acara Pi idana meirupakan hal sangat peinti ing dalam proseis peimeiri iksaan peirkara 

pi idana di i peingadi ilan, peimbukti ian di ipandang sangat peinti ing dalam hukum acara 

pi idana kareina yang di icari i dalam peimeiri iksaan peirkara pi idana adalah keibeinaran 

Mateiri il, yang meinjadi i tujuan dari i hukum acara pi idana i itu seindi iri i. Untuk 

meineimukan suatu keibeinaran dalam suatu peirkara. Bahwa pada dasarnya siisteim 

peimbukti ian adalah peingaturan teintang macam-macam alat bukti i yang boleih 

di ipeirgunakan, peingurai ian alat bukti i, dan deingan cara-cara bagai imana alat-alat 

bukti i i itu di ipeirgunakan seirta deingan cara bagai imana haki im harus meimbeintuk 

keiyaki inannya di i deipan si idang peingadi ilan.
25

 

 

Peimbuktiian meinurut Ki itab Undang-undang Hukum Acara Pi idana beirdasarkan 

Pasal 183 KUHAP, si isteim yang di ianut oleih KUHAP adalah si isteim peimbukti ian 

meinurut Undang-Undang seicara neigati if di imana dalam i isi inya beirbunyi i: Haki im 

ti idak boleih meinjatuhkan pi idana keipada seiseiorang keicuali i apabi ila deingan 

seikurang-kurangnya dua alat bukti i yang sah i ia meimpeiroleih keiyaki inan bahwa 

suatu tiindakan pi idana beinar-beinar teirjadi i dan bahwa teirdakwalah yang beirsalah 

meilakukannya. Deingan kata lai in untuk meinjatuhkan pi idana keipada teirdakwa 

harus meimeinuhi i hal-hal beiri ikut:
26
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a. Dua alat bukti i yang sah 

b. Ada keiyaki inan haki im akan teirjadi inya ti indak pi idana dan teirdakwalah yang 

beirsalah meilakukannya 

 

Peimbukti ian meinurut Undang-undang seicara Posi iti if (posi iti ieif weitteili ijkei 

beiwi ijstheioriiei) yang si isteim peimbukti ian yang beirpeidoman pada pri insi ip peimbukti ian 

deingan alat-alat bukti i yang di iteintukan oleih Undang-Undang. Keiyaki inan haki im 

di ikeisampi ingkan dalam si isteim i ini i. Dalam peimbukti ian keisalahan teirdakwa asal 

sudah di ipeinuhi i syarat-syarat dan keiteintuan peimbukti ian meinurut Undang-Undang, 

sudah cukup untuk meineintukan keisalahan teirdakwa tanpa meimpeirsoalkan apakah 

haki im yaki in atau ti idak. Apabi ila teirbukti i seicara sah meinurut Undang-Undang 

haki im dapat meinjatuhkan hukuman teirhadap teirdakwa. Keibai ikan siisteim 

peimbukti ian i ini i adalah dalam meineintukan peimbukti ian keisalahan teirdakwa haki im 

di ituntut untuk meincari i dan meineimukan keibeinaran salah atau ti idaknya teirdakwa 

seisuai i deingan tata cara peimbukti ian deingan alat-alat bukti i yang teilah di iteintukan 

oleih Undang-Undang. 

 

Peimbukti ian meinurut Undang-undang seicara Neigati if (Neigati if Weitteili ijkei 

Beiwi ijstheiori iei) adalah si isteim peimbukti ian gabungan dari i systeim peimbukti ian 

meinurut Undang-undang seicara posi iti if dan si isteim peimbukti ian meinurut keiyaki inan 

haki im. Jadi i si isteim peimbukti ian i ini i meirupakan keiseii imbangan antara dua systeim 

yang beirtolak beilakang satu sama lai innya. 

 

                                                                                                                                                               
html#:~:text=Pembuktian%20Pidana%20tersebut%20telah%20dimulai,Pembuktian%20adalah%2
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Peimbuktiian beirdasarkan keiyaki inan Haki im atas alasan yang logi is (convi icti ion 

rai isoneiei) teiori i i ini i hampi ir sama deingan teiori i Convi icti ion iin Ti imei, yai itu 

peimbukti ian beirdasarkan keiyaki inan haki im teitapi i di ibatasi i oleih alasan-alasan yang 

jeilas, di imana haki im harus meingurai ikan dan meinjeilaskan alasan- alasan yang 

meindasari i keiyaki inan atas keisalahan teirdakwa. Alasan-alasan yang di imaksud 

harus dapat di iteiri ima deingan akal yang seihat. Haki im tiidak teirkai it keipada alat-alat 

bukti i yang di iteirapkan oleih Undang- Undang. Deingan deimi iki ian haki im dapat 

meimpeirgunakan alat-alat bukti i lai in yang di i luar keiteintuan peirundang-Undangan. 

 

Maka salah ti indakannya seiorang teirdakwa di iteintukan oleih keiyaki inan haki im yang 

di idasarkan keipada cara dan deingan alat-alat bukti i yang sah meinurut 

Undang-Undang deingan cara Peimbukti ian harus diilakukan meinurut cara dan 

deingan alat-alat bukti i yang sah meinurut Undang-Undang, Keiyaki inan hukum yang 

juga harus di idasarkan atas cara dan deingan alat-alat bukti i yang sah meinurut 

Undang-Undang. 

 

2. Tujuan Pembuktian 

Peimbukti ian di ilakukan deimi i keipeinti ingan haki im yang harus meimutus peirkara, 

dalam hal i ini i yang harus di ibukti ikan adalah keijadi ian konkri it, bukan seisuatu yang 

abstrak. Peimbukti ian beirtujuan untuk meindapatkan keibeinaran suatu peiri isti iwa atau 

hak yang di iajukan keipada Haki im. Dalam hukum pi idana mi ili iteir, keibeinaran yang 

di icari i oleih haki im adalah keibeinaran mateiri ii il, atau seiti idakti idaknya meindeikati i 

keibeinaran mateiri i teintang suatu proseis peiri isti iwa. Dalam prakti ik peiradi ilan, 

seibeinarnya seiorang Haki im di ituntut meincari i keibeinaran mateiri ii il teirhadap peirkara 

yang seidang di ipeiri iksanya, kareina tujuan peimbukti ian i itu adalah untuk meiyaki inkan 
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haki im atau meimbeiri i keipasti ian keipada haki im teintang adanya peiri isti iwa-peiri isti iwa 

teirteintu, seihi ingga haki im dalam meingambi il keiputusan beirdasarkan keipada 

peimbukti ian teirseibut.
27

 

 

Tujuan peimbukti ian bagi i para pi ihak yang teirli ibat dalam proseis peimeiri iksaan 

peirsi idangan adalah seibagai i beiri ikut:
28

 

a. Bagi i Peinuntut umum,Peimbukti ian adalah meirupakan usaha untuk 

meiyaki inkan Haki im yakni i beirdasarkan alat bukti i yang ada,agar meinyatakan 

seiseiorang teirdakwa beirsalah seisuai i surat atau cacatan dakwaan. 

b. Bagi i teirdakwa atau peinaseihat hukum, peimbukti ian meirupakan usaha 

seibali iknya untuk meiyaki inkan haki im yakni i beirdasarkan alat bukti i yang ada, 

agar meinyatakan teirdakwa di ibeibaskan atau di ileipas dari i tuntutan hukum 

atau meiri ingankan pi idananya. Untuk i itu teirdakwa atau peinaseihat hukum 

ji ika mungki in harus meingajukan alat alat bukti i yang meinguntungkan atau 

meiri ingankan pi ihaknya, Biiasanya bukti i teirseibut di iseibut keibali ikannya. 

c. Bagi i Haki im atas dasar peimbukti ian teirseibut yakni i deingan adanya alat-alat 

bukti i yang ada dalam peirsi idangan bai ik yang beirasal dari i peinuntut umum 

atau peinaseihat hukum/teirdakwa di ibuat dasar untuk meimbuat keiputusan. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Visum et Repertum 

1. Pengertian Visum et Repertum 

Sampai i saat i ini i, masyarakat masi ih meimi ili iki i peingeirti ian bahwa Vi isum eit Reipeirtum 

adalah seibuah surat yang di iteirbi itkan oleih dokteir seiteilah seileisai i meilakukan 
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peimeiri iksaan autopsi i pada korban yang teilah meini inggal duni ia (beidah mayat). 

Beirdasarkan Ki itab Undang-undang Hukum Acara Pi idana (KUHAP) Pasal 133 

di iteigaskan bahwa dalam hal peinyi idi ik untuk keipeinti ingan peiradi ilan meinangani i 

seiorang korban bai ik luka, keiracunan ataupun mati i yang di iduga kareina peiri isti iwa 

yang meirupakan ti indak pi idana, i ia beirweinang meingajukan peirmi intaan keiteirangan 

ahli i keipada ahli i keidokteiran keihaki iman atau dokteir umum atau ahli i lai innya. 

Seibeinarnya i isti ilah Vi isum eit Reipeirtum ti idak di iteimukan dalam KUHAP (ki itab 

Undang-Undang Hukum Acara Pi idana) maupun RIiB (Reigleimein Iindoneisi ia yang 

di ipeirbaharui i), meilai inkan hanya di iteimukan di idalam Staatsblad No. 350 Tahun 

1937 teintang Vi isa Reipeirta. Vi isa Reipeirta meirupakan Bahasa Lati in, Vi isa beirarti i 

peinyaksi ian atau peingakuan teilah meili ihat seisuatu dan Reipeirta beirarti i laporan. 

Vi isum eit Reipeirtum dalam peingeirti ian seicara hukum adalah:
29

 

a. Suatu surat keiteirangan seiorang dokteir yang meimuat keisi impulan suatu 

peimeiri iksaan yang teilah di ilakukannya, mi isalnya atas mayat seiorang untuk 

meineintukan seibab keimati ian dan lai in seibagai inya, keiteirangan mana yang 

di ipeirlukan oleih Haki im dalam suatu peirkara. 

b. Laporan dari i ahli i untuk peingadi ilan, khususnya dari i peimeiri iksaan oleih 

dokteir dan di i dalam peirkara pi idana. 

c. Surat keiteirangan teirtuli is yang di ibuat oleih Dokteir atas sumpah/janji i 

(jabatan atau khusus), teintang apa yang di ili ihat pada beinda yang 

di ipeiri iksanya. 
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d. Suatu laporan teirtuli is dari i Dokteir yang teilah di isumpah teintang apa yang 

di iliihat dan di iteimukan pada barang bukti i yang di ipeiri iksanya seirta meimuat 

pula keisi impulan dan peimeiri iksaan teirseibut guna keipeinti ingan peiradi ilan. 

 

2. Peranan dan Fungsi Visum et Repertum 

Vi isum eit Reipeirtum beirpeiran dalam proseis peimbuktiian suatu peirkara pi idana 

teirhadap keiseihatan dan ji iwa manusi ia. Vi isum eit Reipeirtum adalah salah satu alat 

bukti i yang sah seibagai imana teirtuli is dalam pasal 184 KUHP. Vi isum eit Reipeirtum 

turut beirpeiran dalam proseis peimbukti ian suatu peirkara pi idana teirhadap keiseihatan 

dan ji iwa manusi ia, di imana Vi isum eit Reipeirtum meingurai ikan seigala seisuatu teintang 

hasi il peimeiri iksaan meidi is yang teirtuang di i dalam bagi ian peimbeiri itaan, yang 

kareinanya dapat di ianggap seibagai i peingganti i barang bukti i. Vi isum eit Reipeirtum  

juga meimuat keiteirangan atau peindapat dokteir meingeinai i hasi il peimeiri iksaan meidi is 

teirseibut yang teirtuang di i dalam bagi ian keisi impulan.  

Deingan deimi iki ian Vi isum eit Reipeirtum seicara utuh teilah meinjeimbatani i i ilmu 

keidokteiran deingan i ilmu hukum seihi ingga deingan meimbaca Vi isum eit Reipeirtum, 

dapat di ikeitahui i deingan jeilas apa yang teilah teirjadi i pada seiseiorang, dan para 

prakti isi i hukum dapat meineirapkan norma-norma hukum pada peirkara pi idana yang 

meinyangkut tubuh dan ji iwa manusi ia. Apabi ila Vi isum eit Reipeirtum beilum dapat 

meinjeirni ihkan duduk peirsoalan di i si idang peingadi ilan, maka haki im dapat meimi inta 

keiteirangan ahli i atau di iajukannya bahan baru, seipeirti i yang teircantum dalam 

KUHAP, yang meimungki inkan di ilakukannya peimeiri iksaan atau peineili iti ian ulang 

atas barang bukti i, apabi ila ti imbul keibeiratan yang beiralasan dari i teirdakwa atau 

peinaseihat hukumnya teirhadap suatu hasi il peimeiri iksaan. Hal i ini i seisuai i deingan Pasal 

180 KUHAP. Bagi i peinyi idi ik (Poli isi i/Poli isi i Mi ili iteir) Vi isum eit Reipeirtum beirguna 
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untuk meingungkapkan peirkara. Bagi i Peinuntut Umum (Jaksa) keiteirangan i itu 

beirguna untuk meineintukan pasal yang akan di idakwakan, seidangkan bagi i haki im 

seibagai i alat bukti i formal untuk meinjatuhkan pi idana atau meimbeibaskan seiseiorang 

dari i tuntutan hukum. Untuk i itu peirlu di ibuat suatu Standar Proseidur Opeirasi ional 

(SPO) pada suatu Rumah Saki it / peilayanan keiseihatan teintang tata laksana 

peingadaan Vi isum eit Reipeirtum.
30

 

 

3. Dasar Hukum Dari Visum et Repertum 

Di idalam Ki itab Hukum Acara Pi idana yang lama, yai itu RIiB maupun Ki itab Hukum 

Acara Pi idana (KUHAP) ti idak ada satu pasalpun yang meimuat peirkataan Vi isum eit 

Reipeirtum. Hanya di idalam Leimbaran Neigara Tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan 2 

yang meinyatakan bahwa Vi isum eit Reipeirtum adalah suatu keiteirangan teirtuli is yang 

di ibuat oleih dokteir atas sumpah atau janji i teintang apa yang di ili ihat pada beinda 

yang di ipeiri iksanya yang meimpunyai i daya bukti i dalam peirkara-peirkara pi idana. 

Bahwa keiteirangan ahli i, peindapat orang ahli i, ahli i keidokteiran keihaki iman, dokteir, 

dan surat keiteirangan dari i seiorang ahli i yang meimuat peindapat beirdasarkan 

keiahli iannya meingeinai i seisuatu hal atau seisuatu keiadaan yang di imi inta seicara 

reismi i, dasar hukumnya teircantum di i KUHAP. 

 

Alat bukti i yang sah meinurut KUHAP teirdapat pada Pasal 184 ayat 1, yai itu : 

a. Keiteirangan saksi i 

b. Keiteirangan ahli i 

c. Surat 

d. Peitunjuk 
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e. Keiteirangan teirdakwa 

 

Maka Vi isum eit Reipeirtum dapat di iarti ikan seibagai i keiteirangan ahli i ataupun seibagai i 

surat. Di idalam Pasal 186 KUHAP teilah di ijeilaskan bahwa keiteirangan ahli i i ialah 

apa yang seiorang ahli i nyatakan di i si idang peingadi ilan. Keiteirangan ahli i i ini i dapat 

juga sudah di ibeiri ikan pada waktu peimeiri iksaan oleih peinyi idi ik atau peinuntut umum 

yang di ituangkan dalam suatu beintuk laporan dan di ibuat deingan meingi ingat 

sumpah di iwaktu i ia meineiri ima jabatan ataupun peikeirjaan.
31

 

 

4. Jenis-jenis Visum et Repertum 

Beirdasarkan si ifatnya, Vi isum eit Reipeirtum di ibagi i atas 3 beintuk :
32

 

a. Vi isum eit Reipeirtum Seimeintara, maksud dari i Vi isum eit Reipeirtum seimeintara yai itu 

struktur vi isum teirseibut sudah leingkap teitapi i beilum di isumpulkan. Pada keisi impulan 

Vi isum eit Reipeirtum seimeintara teirseibut beilum di icantumkan kuali ifi ikasi i dari ipada 

luka, kareina masi ih dalam peingobatan ataupun peirawatan yang beilum seileisai i. 

Vi isum teirseibut beirfungsi i seibagai i bukti i awal untuk peinyi idi ikan. 

b. Vi isum eit Reipeirtum Lanjutan, beintuk dari i Vi isum eit Reipeirtum lanjutan sama 

peirsi is deingan Vi isum eit Reipeirtum seimeintara. Peirbeidaannya teirleitak pada 

fungsi inya yai itu seibagai i sambungan dalam meinangani i proseis peinyi idi ikan peirkara. 

Vi isum eit Reipeirtum lanjutan dapat di ibeiri ikan seiteilah korban : 

1) Seimbuh 

2) Meini inggal 

3) Piindah Rumah Saki it 
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4) Piindah dokteir, Kuali ifi ikasi i luka dalam Viisum eit Reipeirtum lanjutan pada 

korban yang beilum seimbuh dan pi indah kei dokteir lai in ti idak di icantumkan. 

c. Vi isum eit Reipeirtum deifi ini itiivei, meirupakan Vi isum eit Reipeirtum leingkap yang 

teilah meimuat seimua keiteirangan dan anali isi is hasi il dari i peimeiri iksaan. Beirsi ifat 

peirmanein dan beirfungsi i untuk peingganti i barang bukti i jeinazah untuk beirjalannya 

proseis peiradi ilan. Vi isum eit Reipeirtum seimeintara dan lanjutan diikeinal juga seibagai i 

Surat Keiteirangan Meidi is Seimeintara seihi ingga dapat di igunakan peinyi idi ik dalam 

opeirasi ional peimeiri iksaan peirkara. Peinyusunan Vi isum eit Reipeirtum ti idak teirleipas 

dari i teirti ib dalam meingeilola surat-surat keileingkapan admi ini istrasi i. Hal teirseibut 

kareina beirkai itan eirat deingan rahasi ia jabatan dalam meilaksanakan peimeiri iksaan. 

Beirdasarkan jeini is pi idana yang di ilakukan, Vi isum eit Reipeirtum teirbagi i dari i 4 jeini is 

yai itu : 

a. Vi isum eit Reipeirtum Peirlukaan (teirmasuk keiracunan). Tujuan dari i peimeiri iksaan 

keidokteiran foreinsi ik pada korban hi idup adalah agar dapat meingeitahui i peinyeibab 

luka/saki it seirta deirajat parahnya luka atau saki itnya teirseibut. Hal i ini i di imaksudkan 

guna untuk meimeinuhi i rumusan deili ik dalam KUHP. 

b. Vi isum eit Reipeirtum Keijahatan Susi ila, umumnya korban keijahatan susi ila yang 

di imiintakan Vi isum eit Reipeirtum keipada dokteir adalah kasus dugaan adanya 

peirseitubuhan yang di iancam oleih KUHP. Peirseitubuhan yang di iancam pi idana oleih 

KUHP meili iputi i peimeirkosaan, peirseitubuhan pada wani ita yang ti idak beirdaya, 

peirseitubuhan deingan wani ita yang beilum cukup umur. Untuk keipeinti ingan 

peiradi ilan, dokteir beirkeiwaji iban untuk meimbukti ikan adanya peirseitubuhan, adanya 

keikeirasan (teirmasuk peimbeiri ian racun/obat/zat agar meinjadi i ti idak beirdaya) seirta 

usi ia korban. 
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c. Vi isum eit Reipeirtum Jeinazah, peimeiri iksaan foreinsi ik teirhadap jeinazah meili iputii 

peimeiri iksaan luar jeinazah, tanpa meilakukan ti indakan yang meirusak keiutuhan 

jari ingan jeinazah. Peimeiri iksaan di ilakukan deingan teili itii dan siisteimati ik, seirta 

keimudi ian di icatat seicara ri inci i yang di iteimukan di iseiluruh bagi ian luar. Pada 

peimeiri iksaan beidah jeinazah meinyeiluruh di ilakukan deingan meimbuka teingkorak, 

leiheir, dada, peirut, dan panggul. 

d. Vi isum eit Reipeirtum Psi ikiiatri i, Vi isum eit Reipeirtum psi iki iatri i di ipeiruntukkan bagi i 

teirsangka atau teirdakwa peilaku ti indak pi idana, bukan bagi i korban. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah dalam peineili iti ian iini i meinggunakan peindeikatan yuri idi is 

normati if dan peindeikatan yuri idi is eimpi iri is. Peindeikatan yuri idi is normati if 

di imaksudkan seibagai i upaya meimahami i peirsoalan deingan teitap beirada atau 

beirsandar pada lapangan hukum, seidangkan peindeikatan yuri idi is eimpi iri is 

di imaksudkan untuk meimpeiroleih keijeilasan dan peimahaman dari i peirmasalahan 

dalam peineili iti ian beirdasarkan reiali itas yang ada.
33

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Beirdasarkan sumbeirnya, data di ipeiroleih dari i data lapangan dan data keipustakaan. 

Data lapangan di ipeiroleih dari i lapangan peineili iti ian, seimeintara i itu data keipustakaan 

di ipeiroleih dari i beirbagai i sumbeir keipustakaan.
34

 Sumbeir dan jeini is data yang 

di igunakan dalam peinuli isan skri ipsi i i ini i teirdi iri i atas data pri imeir dan data seikundeir. 

 

1. Data Pri imeir 

Daltal pri imeir meirupalkaln daltal yalng di ipeiroleih dalri i lokalsi i peineili iti ialn lalpalngaln (fi ieild 

reiseialrch). Sumbeir daltal pri imeir meirupalkaln daltal yalng di ipeiroleih dalri i sumbeir utalmal. 

Daltal pri imeir di ipeiroleih dalri i i informaln seirtal nalralsumbeir. Sumbeir daltal dallalm 
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peineili iti ialn hukum eimpi iri is beiralsall dalri i daltal lalpalngaln. Daltal lalpalngaln meirupalkaln 

daltal yalng beiralsall dalri i reispondein daln i informaln teirmalsuk alhli i seibalgali i nalralsumbeir.
35

 

 

2. Data Seikundeir 

Daltal seikundeir aldallalh daltal yalng di ipeiroleih dalri i halsi il peineili iti ialn keipustalkalaln 

deingaln meilalkukaln studi i keipustalkalaln meilallui i studi i dokumein, alrsi ip-alrsi ip daln 

beirbalgali i li iteiralturei ya lng beirkali italn deingaln objeik peineili iti ialn. Daltal seikundeir teirdi iri i 

altals balhaln hukum pri imeir, balhaln hukum seikundeir, daln balhaln hukum teirsi ieir. 

Daltal seikundeir aldallalh daltal yalng di ipeiroleih dalri i halsi il peineili iti ialn keipustalkalaln 

deingaln meilalkukaln studi i keipustalkalaln meilallui i studi i dokumein, alrsi ip-alrsi ip daln 

beirbalgali i li iteiralturei ya lng beirkali italn deingaln objeik peineili iti ialn. Daltal seikundeir teirdi iri i 

altals balhaln hukum pri imeir, balhaln hukum seikundeir, daln balhaln hukum teirsi ieir. 

a. Balhaln hukum pri imeir aldallalh balhaln hukum yalng meimpunya li i otori itals 

(alutori italtiif) yalng teirdi iri i altals peiralturaln peirundalng-undalngaln, caltaltaln-caltaltaln 

reismi i altalu ri isallalh dallalm peimbualtaln sualtu peirundalng-undalngaln, daln putusaln 

halki im. Balhaln hukum pri imeir jugal meirupalkaln balhaln hukum yalng meingi ikalt, ya lng 

dallalm hall skri ipsi i i ini i teirdi iri i altals: 

a. Ki itab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP) 

b. Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana Pasal 351 teintang 

Peingani iayaan 

c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 teintang Hukum Acara Pi idana 

d. Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana Pasal 184 teintang Alat Bukti i 

e. Putusan Peingadi ilan Neigeiri i Tanjung Karang Nomor: 

814/Pi id.B/2022/PN.Tjk 
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b. Balhaln hukum seikundeir ya li itu balhaln hukum yalng teirdi iri i altals buku-buku daln 

tuliisaln-tuli isaln i ilmi ialh hukum yalng teirkali it deingaln objeik peineili iti ialn i ini i yali itu ya lng 

beiri isi i meingeinali i alsals hukum, palndalngaln palral alhli i hukum (doktri in), halsi il 

peineili iti ialn hukum daln lali in-lali in. 

c. Balhaln hukum teirsi ieir aldallalh balhaln hukum ya lng meimi ili iki i fungsi i seibalgali i 

peileingkalp balhaln hukum pri imeir daln seikundeir seipeirti i teiori i-teiori i daln peindalpalt palra l 

salrjalnal. Balhaln hukum teirsi ieir jugal dalpalt beiralsall dalri i i inteirneit, kalmus, 

einsi iklopeidi ial, maljallalh, suralt kalbalr, daln seibalgali inyal. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Peineili iti ialn iini i meinggunalkaln teikni ik walwalncalral teirhaldalp nalralsumbeir altalu 

i informaln untuk meingumpulkaln daltal pri imeir yalng i informalsi inyal di igunalkaln untuk 

meilalkukaln kalji ialn jugal meingalnalli isi is daltal seisuali i deingaln peirmalsallalhalnnya l. 

Walwalncalral i ini i diilalkukaln deingaln meitodei deipth Iinteirvi ieiw (walwalncalral lalngsung 

seicalral meindallalm). 

 

Narasumbeir peineili iti ian i ini i seibagai i beiri ikut: 

1. Haki im pada Peingadi ilan Neigeiri i Keilas IiA Tanjung Karang   : 1 orang 

2. Jaksa pada Keijaksaan Neigeiri i Bandar Lampung     : 1 orang 

3. Peinyi idi ik pada Polreista Bandar Lampung       : 1 orang 

3. Dosein Bagi ian Hukum Piidana Fakultas Hukum Uni ila    : 1 orang + 

Jumlah               : 4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseidur Peingumpulan Data 

Peingumpulan data di ilakukan deingan proseidur seibagai i beiri ikut: 

a. Studi i Pustaka (li ibrary reiseiarch) 

Studii Keipustalkalaln (Li ibralry Reiseialrch) ya lng di imalksudkaln aldallalh untuk 

meimpeiroleih alralh peimi iki iraln daln tujualn peineili iti ialn yalng di ilalkukaln deingaln calra l 

meimbalcal, meinguti ip, daln meineilalalh li iteiraltur-li iteiraltur yalng meinunjalng seirtal 

balhaln-balhaln i ilmi ialh lali innyal yalng meimpunyali i hubungaln deingaln peirmalsallalhaln 

ya lng di ibalhals. 

b. Studi i Lapangan (fi ieild reiseiarch) 

Studii Lalpalngaln (Fi ieild Reiseialrch), yalng di imalksudkaln ya li itu walwalncalra l 

(i inteirvi ieiw), walwalncalral i ini i di ilalkukaln untuk meingumpulkaln daltal pri imeir yali itu 

deingaln calral walwalncalral, di imalnal peinuli is meinyi ialpkaln peirtalnya laln teirleibi ih dalhulu 

daln meingi iri imkaln keipaldal nalralsumbeir untuk meindalpaltkaln jalwalbaln ya lng jeilals 

meingeinali i peirmalsallalhaln ya lng aldal dallalm peineili iti ialn peinuli is. 

 

2. Proseidur Peingolahan Data 

Adapun peingolahan data yang di imaksud meili iputi i tahapan seibagai i beiri ikut: 

a. Seileiksi i data, meirupakan keigi iatan peimeiri iksaan untuk meinge itahui i keileingkapan 

data seilanjutnya data di ipi ili ih seisuai i deingan peirmasalahan yang di iteili iti i. 

b. Klasi ifi ikasi i data, meirupakan keigi iatan peineimpatan data meinurut keilompok- 

keilompok yang teilah di iteitapkan dalam rangka meimpeiroleih data yang beinar-beinar 

di ipeirlukan dan akurat untuk di ianali isi is leibi ih lanjut. 
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c. Si isteimati isasi i data, meirupakan keigi iatan peineimpatan dan meinyusun data yang 

sali ing beirhubungan dan meirupakan satu keisatuan yang bulat dan teirpadu pada 

subpokok bahasan seihi ingga meimpeirmudah i inteirpreitasi i data. 

 

E. Analisis Data 

Peinuli isan peineili iti ialn i ini i meimpunyali i keigunalaln daltal yalng aldal. Keigunalaln daltal aldallalh 

usalhal untuk meineimukaln jalwalbaln altals peirtalnyalaln-peirtalnnyalaln yalng meinjaldi i 

peirmalsallalhaln seirtal hall-hall yalng di ihalsi ilkaln daltal yalng di ipeiroleih meilallui i keigi ialtaln 

peineili iti ialn. Keigi ialtaln peineili iti ialn diialnalli isi is seicalral kualli italti if keimudi ialn di isalji ikaln 

seicalral deiskri ipti if, malksudnyal yali itu deingaln meingurali ikaln, meinjeilalskaln daln 

meinggalmbalrkaln seisuali i deingaln peirmalsallalhaln yalng eiralt kali italnnyal deingaln 

peineili iti ialn i ini i. Seihi inggal dalri i peirmalsallalhaln teirseibut, diisusun dallalm beintuk kalli imalt 

i ilmi ialh seicalral si isteimalti is beirupal jalwalbaln peirmalsallalhaln dalri i halsi il peineili iti ialn yalng 

di irumuskaln deingaln hi iralrki i. Peinuli isaln peineili iti ialn yalng si isteimalti is yali itu deingaln 

meinjeilalskaln hall-hall yalng umum kei hall-hall yalng khusus. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Beirdalsalrkaln halsi il peineili iti ialn yang teilah di ilakukan dan peimbahasan yang 

di iurai ikan, maka dapat di iambi il keisi impulan seibagai i beiri ikut: 

1. Keikuatan peimbukti ian Vi isum eit reipeirtum adalah meirupakan alat bukti i yang 

seimpurna teintang apa saja yang teircantum di idalamnya, jadi i 

keisi impulan/peindapat dokteir yang di ikeimukakan diidalamnya waji ib di ipeircaya 

seipanjang beilum ada bukti i lai in yang meileimahkannya. Vi isum eit Reipeirtum 

meimi iliiki i keikuatan peimbukti ian yang cukup kuat, kareina Vi isum eit Reipeirtum 

meirupakan salah satu alat bukti i surat seibagai imana di iatur dalam Pasal 184 ayat 

(1). Dalam peilaksanaan Vi isum eit Reipeirtum di ibutuhkan seiorang dokteir ahli i 

yang meimbeiri ikan keiteirangan dari i apa yang di ili ihat dari i peimeiri iksaan yang 

di ilakukan pada korban peingani iayaan, hasi il dari i peimeiri iksaan teirseibut 

di ituangkan dalam surat yang beiri isi i peinjeilasan bagai imana keiadaan tubuh 

seiseiorang seirta apa saja luka yang di ialami i. Vi isum eit Reipeirtum dapat 

meimbantu aparat peineigak hukum dalam meincari i suatu keibeinaran deimi i 

keiadi ilan. Akan teitapi i, teitaplah di ipeirlukan suatu alat bukti i lai in. Hal i ini i seijalan 

deingan Pasal 183 Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana yang 

meinyatakan bahwa haki im harus meimpeiroleih keiyaki inan beirdasarkan 

seikurang-kurangnya dua alat bukti i yang sah. 



78 
 

2. Proseis peimbukti ian suatu ti indak pi idana peingani iayaan yang meimi ili iki i peirbeidaan 

hasi il Vi isum eit Reipeirtum deingan keiteirangan teirdakwa, teitap bi isa di ijalankan. 

Keiteirangan teirdakwa pastii meimbeiri ikan keiteirangan yang seiri ingan-ri ingannya 

apa yang teilah i ia peirbuat pada si i korban. Kareina jarang seikali i teirdakwa yang 

koopeirati if ataupun meingakui i seimua keisalahan peirbuatan yang teilah i ia lakukan 

teirhadap korban. Keiteirangan teirseibut dapat di icabut ji ika teirdakwa meimang 

teirbukti i meimbeiri ikan peingakuan yang salah, seimeintara meingeinai i Vi isum eit 

Reipeirtum seindi iri i dapat di ilakukan peimeiri iksaan ulang ji ika ti imbul keibeiratan dari i 

peinaseihat hukum atau peingakuan yang di ibeiri ikan teirdakwa dapat di ibukti ikan 

deingan jeilas. Namun peineili iti ian ulang teirseibut harus di ilakukan oleih i instansi i 

yang sama deingan komposi isii peirsoni il yang beirbeida atau i instansi i lai in yang 

meimpunyai i weiweinang untuk hal teirseibut. Hal-hal teirseibut di ilakukan 

beirdasarkan peingalaman dan peingeitahuan dari i haki im seindi iri i. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang di ibeiri ikan peinuli is beirkai itan deingan anali isi is peimbukti ian ti indak 

pi idana peingani iayaan deingan meinggunakan alat bukti i Vi isum eit Reipeirtum adalah 

seibagai i beiri ikut: 

1. Supaya Vi isum eit Reipeirtum dapat di ipeirgunakan seicara maksi imal dalam proseis 

peiradi ilan teirutama dalam kasus ti indak pi idana peingani iayaan. Vi isum eit 

Reipeirtum dapat meimbeiri ikan peitunjuk meingeinai i adanya unsur peingani iayaan 

dan unsur keikeirasan, peirki iraan waktu teirjadi inya ti indak pi idana, dan juga dapat 

meimbeiri ikan hasi il peimeiri iksaan teirhadap barang buktii dalam tiindak pi idana 

peingani iayaan. Hasi il yang teirmuat dalam Vi isum eit Reipeirtum harus meincakup 

deitai il yang leingkap teintang ceideira yang teilah di ialami i korban. Teirmasuk jeini is, 
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ukuran, dan ti ingkat keiparahan ceideira teirseibut. Seimaki in ri inci i Vi isum eit 

Reipeirtum, seimaki in kuat pula buktii yang dapat di igunakan dalam peirsi idangan. 

Pastiikan Vi isum eit Reipeirtum di ibuat oleih dokteir foreinsi ik yang i indeipeindein dan 

teirpeircaya. Keiahli ian dokteir foreinsi ik dalam meingi ideinti ifi ikasi i tanda-tanda 

peingani iayaan sangat peinti ing agar Vi isum eit Reipeirtum meimi ili iki i bobot buktii 

yang kuat di i peingadi ilan. 

2. Supaya ti idak teirjadi i peirbeidaan antara Vi isum eit Reipeirtum deingan peingakuan 

teirdakwa, peimeiri iksaan yang di ilakukan oleih pi ihak-pi ihak atau i instansi i yang 

beirweinang harus leibi ih akurat lagi i dan peingakuan oleih teirdakwa haruslah 

di ikeitahui i leibi ih jeilas seibeilum diigunakan dalam peingadi ilan. 
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